BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  58 Tahun   2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun  2016   tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 30 Tahun 2018  Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 82 Tahun 2020  tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 
a) KEPALA DINAS.
b) SEKRETARIAT, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c) BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA, terdiri dari :
1) Seksi Kelembagaan Masyarakat;

2) Seksi Kerjasama dan Kawasan.

d) BIDANG ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN DESA, terdiri dari:

1) Seksi Administrasi Desa;

2) Seksi Pemerintahan Desa;

e) BIDANG SUMBERDAYA DAN KESWADAYAAN, terdiri dari :

1) Seksi Sumberdaya;

2) Seksi Keswadayaan.

f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar  1

Bagan Organisasi DINPERMASDES


2. Tugas Pokok dan Fungsi


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
a. Kepala Dinas :


Tugas pokok DINPERMASDES adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah,  meliputi :

a. Sub Urusan Penataan Desa yaitu Penyelenggaraan Penataan Desa
b. Sub Urusan Kerjasama Desa yaitu Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Daerah.
c. Sub Urusan Administrasi Pemerintahan Desa yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
d. Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu :
1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa.
2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.


Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinpermasdes juga mempunyai fungsi yaitu :

a. Perumusan  kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi Desa serta Sumber Daya dan Keswadayaan.

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi Desa serta sumber Daya dan Keswadayaan.

c. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi Desa serta Sumber Daya dan Keswadayaan.

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi Desa serta Sumber Daya dan Keswadayaan.

e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.

f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan,

g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
b. Sekretariat :
       Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana program kerja dan amggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan informasi serta pelaporan kerja dan anggaran di lingkungan DINPERMASDES.
2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINPERMASDES.
c. Bidang terdiri dari Bidang Kelembagaan dan Kerjasama, Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa, Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan  :

1).  Bidang Kelembagaan dan Kerjasama :

Bertugas untuk perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan kelembagaan masyarakat, kerjasama dan kawasan. mempunyai Fungsi :

a. Pembinaan   kelembagaan   masyarakat  meliputi  Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan ( LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu), Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitasion and Rural Infrastructure dan kelembagaan lainya.

b. Fasilitasi kerja sama desa, kerjasama antar desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembinaan desa percontohan/Labsite dan batas desa.

c. Pelaksanaan fungsi kedinasan laian yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Kerjasama dan Kawasan terdiri dari 2 (dua) Seksi :

1. Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan masyarakat yang meliputi pembinaan  Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan ( LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ), Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure dan kelembagaan lainya.

2. Seksi Kerjasama dan Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyelenggaraan fasilitasi kerja sama desa, kerjasama antar desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembinaan desa percontohan/Labsite dan batas desa
2).  Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa.
      Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan dan administrasi desa mempunyai fungsi :

a) Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa.
b) Fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan Peningkatan kapasitas aparatur.
c) Pelaksanaan kegiatan regulasi desa dan sosialisasi Pertauran Daerah /  Peraturan Bupati tentang desa.
d) Fasilitasi pembinaan aparatur desa.
e) Fasilitasi pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
f) Fasilitasi kegiatan Bupati ngantor di desa ( Bunga Desa ).
g) Perumusan pedoman dan pembinaan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa).
h) Pelaksanaan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (Lomba Desa).
i) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD), Administrasi Desa, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Pengelolaan sistem keuangan desa dan profil desa/kelurahan.
j) Fasilitasi dana-dana bantuan untuk desa (bantuan keuangan khusus dan bantuan gubernur).
k) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
   Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa, terdiri dari  2 (dua) Seksi :

a). Seksi Pemerintahan Desa :

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa, Fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan Peningkatan kapasitas aparatur, Pelaksanaan kegiatan regulasi desa dan sosialisasi Peraturan Daerah /  Peraturan Bupati tentang desa, Fasilitasi pembinaan aparatur desa, Fasilitasi pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Fasilitasi kegiatan Bupati ngantor di desa ( Bunga Desa ), Perumusan pedoman dan pembinaan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (Lomba Desa).
b).Seksi Administrasi Desa.

Seksi Adminstrasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD), Administrasi Desa, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ( Musrenbangdes), Pengelolaan system keuangan desa dan profil desa/kelurahan, Fasilitasi dana-dana bantuan untuk desa ( bantuan keuangan khusus dan bantuan gubernur).
3)
Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan

Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Sumber Daya Masyarakat dan keswadayaan Masyarakat.mempunyai fungsi :

a) Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pasar Desa, Lumbung Desa, Desa Berdikari, Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Yang Berprerpektif Gender (P2MBG)
b) Pelaksanaan Sosialisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat
c) Koordinasi pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan kemiskinan

d) Fasilitasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong, kegiatan penataan lingkungan dan sarana prasarana kawasan perdesaan, Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyelenggaraan perencanaan strategis kegiatan pengembangan Sumber Daya  dan Keswadayaan Masyarakat

e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan, terdiri dari :

a) Seksi Sumber Daya Masyarakat;

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), Badan usaha Milik Desa (BUMDesa), Pasar Desa, Lumbung Desa, Desa Berdikari, Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Yang Berprerpektif Gender (P2MBG), Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan ekonomi Rakyat dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan kemisikinan.

b) Seksi Keswadayaan Masyarakat

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong, kegiatan penataan lingkungan dan sarana prasarana kawasan perdesaan, Musyawarah Desa dalam rangka penyelenggaraan perencanaan strategis kegiatan pengembangan Sumber Daya  dan Keswadayaan Masyarakat.
4). Kelompok Jabatan  Fungsional  pada  lingkungan  DINPERMASDES dapat ditetapkan menurut kebutuhan, yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarakan peraturan perundang-undangan,
3. Kepegawaian
Kondisi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga per 31 Desember Tahun 2020.
Tabel  1.1
KONDISI PEGAWAI DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA

Per 31 Desember  2020.
	NO
	NAMA/ NIP/ TTL/

JENIS KELAMIN
	JABATAN/

PANGKAT/GOLONGAN


	PENDIDIKAN/

DIKLAT STRUKTURAL

	1
	Drs.MOHAMMAD NAJIB.M.Si
19651215 199303 1 010
15 Desember 1965 Laki-laki
	Kepala Dinpermasdes
Pembina Utama Muda 
IV/c
	S2

Diklat Pim  II

Tahun 2018


	2
	RETNANINGRUM.SE
19630309 198903 2 004
09 Maret  1963  Perempuan
	Sekretaris Dinpermasdes
Pembina Tingkat I  IV/b
	SI
Diklat Pim III

Tahun 2006

	3
	DEDHY KURNIAWAN K.I, S.STP,M.Si

19781207 199703 1 003

07 Desember 1978 Laki-laki
	Kabid Sumberdaya dan Keswadayaan
Pembina IV/ a

	S2

Diklat Pim  III Tahun 2018

	4

	B KUN MARDANI,SE.M.Si

19621213 198607 1 001

13 Desember 1962 Laki-laki
	Kabid Pemerintahan dan Administrasi Desa

Pembina  (IV/a)
	S2

Diklat ADUM Tahun 2000

	5
	ERAWATI TAKARINA.SIP.M.Si

19670502199003 2 007

02 Mei 1967 Perempuan
	Kabid Kelembagaan dan Kerjasama

Pembina  IV/a


	S2

Diklat Pim III Tahun 2018



	6
	SUPRIYANTO, S. Sos, M.Si
19670718 199011 1 001
18 Juli 1967 Laki-Laki
	Ka. Sub Bag. Perencanaan dan Keuangan
Pembina  IV/ a
	S2

Diklat PIM. IV Tahun 2015

	7
	SUMARNO,SH

19660203 198903 1 010

03 Februari 1966 Laki-laki
	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Penata Tingkat I  III/d
	S1

	8
	SUPRIYADI.SIP

19670512 199303 1 012 

12 Mei 1967 Laki-laki 
	Kasi Keswadayaan Masyarakat

Penata Tingkat I  III/d
	S1

Diklatpim IV Tahun 2013

	9
	AFIYATI,SE, MM
19771227 201001 2 009

27 Desember 1977 Perempuan 
	Kasi Sumber daya

Penata Muda   III/b
	S2

	10
	AMINARTI, S. Sos

19720130 199203 2 008

16 Mei 1974 Perempuan
	Kasi Administrasi  Desa

Pembina Tingkat I  III/d

	S1

Diklatpim IV Tahun 2009

	11
	SUGIARTO

19751224 199503 1 001

24 Desember 1975 Laki-laki
	Kasi Pemerintahan Desa
Penata Muda Tingkat I

III/b
	SMA

	12
	YEYET CAHYONO, SH
196312061993031004
Purbalingga, 6 Desember 1963 Laki-laki
	Kasi Kerjasama dan Kawasan 
Penata Tingkat I  III/ d
	S1
Diklatpim Tk. IV Angk XII

Tahun 2015

	13
	RUKMAWAN SUCI L. SE

19751010 201001 1 016

10 Oktober 1975 Laki-Laki 
	Kasi Kelembagaan Masyarakat
Penata  III/ c
	S1



	14
	RETNO WIDHIASTUTI,S.Sos

19750518 200112 2 001

18 Juni 1975 Perempuan 
	Staf Sekretariat 

Penata Tingkat I  III/d
	S1

	15
	ARIYANTI NURMASARI,SE

19840402 201001 2 023

02 April 1984 Perempuan 
	Staf Sekretariat

Penata  III/c
	S1

	16

	DESI SETYANI. S.Sos

19771218 201001 2 002

18 Desember 1977 Perempuan 
	Staf Sekretariat

Penata Muda  III/b
	S1

	17
	MUH. IRKHAM

19660402 199303 1 007

02 April 1966 Laki-laki
	Staf Sekretariat

Penata Muda Tingkat I

III/b
	SLTA

	18
	ARIF SETIAWAN, A.Md 

19691114 201001 1 007

14 Oktober 1979 Laki-laki
	Staf Seksi Administrasi Desa 
Penata Muda Tk. I  III/a
	D3

	19
	DWI SETIONO

19651020 198603 1 011

20 Oktober 1965 Laki-laki
	Staf Seksi Pemdes

Penata Muda Tingkat I

III/b
	SLTA

	20
	TURSINO. S,Sos

19661217 200701 1017

17 Desember 1966 Laki-laki
	Staf Seksi Admnistrasi Desa 
Penata Muda TK I  III/b
	Si

	21
	SUNARTI
19760403 199603 2 002

03 April 1976 Perempuan
	Staf Seksi Kelembagaan Masyarakat.
Penata Muda TK I III/b
	SLTA

	22
	FITRI RIZKIYAH, AMd
19860614 201001 2 019

14 Juni 1986
	Staf Seksi Kerjasama 
Penata Muda Tingkat I

III/b
	D3

	23
	M. ISMAIL MUBAROK. AMd
19820629 201001 1 014
	Staf Sekretariat

Pengatur Muda  III/a
	D3

	24
	SUWANTO

19640615 199003 1 019

15 Juni 1983 Laki-laki
	Staf Sekretariat

Pengatur Muda  II/a
	SD

	25
	BANGUN WIDODO

19720701 201001 1 003

1 Juli 1972 Laki-laki
	Staf Sekretariat

Pengatur Muda Tk.I II/b 
	SLTA 

	26
	ANNA ROKHMANUDIN

19750821 201001 1 004

21 Agustus 1975 Laki-laki
	Staf Seksi Kelembagaan Masyarakat

Pengatur Muda Tk.I II/b
	SLTA


	27
	SUPRIYONO

19690408 200906 1 001

8 April 1969 Laki-laki
	Staf Seksi Sumber Daya Masyarakat 

Pengatur Muda Tk. I  II/b
	SLTA

	28
	NUR SIDIK PARYONO
	Staf Subag Umum dan Kepegawaian (Penjaga Malam) PTT
	SLTA

	29
	ARIS TRI SAHYO PURNOMO
	Pengadministrasi data Bidang PAD (THL)
	S1

	30
	WIDYA KIFLAENI LUTFAN S.Pd
	Pengadministrasi data Bidang KK (THL)
	S1

	31
	IDA NURUL HUDA. AMd
	Pengadministrasi data Bidang SDK (THL)
	D3


4. Aset Yang Dikelola.
Asset yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2019 meliputi : 
a. Data aset tanah (KIB A),



Rp.
   622.857.000,-
b. Data aset peralatan dan mesin (KIB B),

Rp. 
1.442.214.622,-
c. Data aset bangunan dan gedung (KIB C),
Rp.
1.663.095.204,-
d. Data aset  tetap lainnya (KIB E).


Rp.

-
5. Kondisi Ekonomi
Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga  Tahun 2016–2021, maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional maupun nasional serta memperhatikan kondisi umum dan isi isu strategis yang terjadi,  yang diformulasikan dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2020 dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2020, maka disusun program pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan program/kegiatan unggulan yang meliputi :  
a. Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020,
b. Dana Desa (DD) yang bersumber dari Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.
c. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.
d. Bantuan Keuangan kepada pemerintah  desa yang bersumber dari APBD provinsi Jawa Tengah.

e. Peningkatan Nilai Gotong Royong Masyarakat.
f. Fasilitasi Bupati Tilik Desa.
Semua program/kegiatan unggulan tersebut diharapkan bisa menjadi pengungkit pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan harapanya juga bisa menjadikan multiplayer effek dalam menggerakkan roda pemerintahan desa baik dari sisi pemerintahan, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, maupun budaya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Visi dan Misi 
1. Visi dan Misi.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga  yaitu : ” Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia ”. 

Sebagai penjabaran dari visi Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Misi yang harus diemban dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 -2021, dengan mengemban misi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasarkan pada realitas kebinekaan.

c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat hidup.

e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

f.   Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana yang memadai.

g. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

              Adapun misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 -2021 yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah misi ke 6 yaitu : ”Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana yang memadai ”, dengan tujuan RPJMD yang ingin dicapai adalah ”Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa”.

Berpijak pada misi dan tujuan RPJMD tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang telah dituangkan dalam Rencana Srtategis tahun 2016 – 2021. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah : ”Meningkatnya kualitas pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa” dengan penjabaran secara operasional adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa yang semakin profesional sehingga kedepan diharapkan dapat lebih mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak terkait terutama kepada warga desanya.

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan desa sehingga dapat mewujudkan kelembagaan dan masyarakat desa yang lebih berdaya/berperan aktif dalam pembangunan di lingkungannya.

    Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah :

- Meningkatnya tingkat perkembangan dan klasifikasi status kemajuan desa

- Meningkatnya  jumlah swadaya  masyarakat  yang  mendukung  program-program pemberdayaan masyarakat.
B. Strategi dan Arah Kebijakan.
1. Strategi yang ditempuh.
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

a. Penguatan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Peningkatan status kemajuan desa ( pengelolaan profil desa dan Indesk Desa Membangu )
c. Peningkatan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa.
d. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
e. Peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui P2MBG.
f.   Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan pemerintah desa.
g. Peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah desa.
h. Peningkatan pengelolaan sistem informasi desa
i.   Peningkatan kapasitas pengelola BP-SPAM dan UED SP
j.   Peningkatan kapasitas pengelolaan pasar desa.
k. Penguatan kelembagaan pokjanal posyandu.
l.   Penguatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan (RT/RW, LKMK/ LKMD, PKK  kelembagaan yang lain).
m. Peningkatan pengelolaan Bumdes dan Bumdes Bersama.
n. Penguatan kapasitas pengelolaan lumbung desa.
o. Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana kawasan perdesaan.
p. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan TMMD.
q. Peningkatan dan pembinaan BBGRM dan Gebrak Gotong Royong Masyarakat.
2. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a.  Menyusun peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai tindak lanjut implementasi undang-undang pemerintahan desa.

b. Penyusunan laporan data profil desa.
c. Penyusunan laporan data Indeks Desa Membangun (IDM).
d. Melaksanakan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa secara berkala dan berkesinambungan.

e.   Melaksanakan pelatihan manajemen pemerintahan desa.

f.   Melaksanakan pelatihan administrasi pemerintahan desa,

g. Melaksanakan pelatihan kapasitas untuk badan permusyawaratan desa.

h. Pembinaan kepada masyarakat melalui P2MBG.

i. Pelatihan ketrampilan kepada masyarakat desa,

j. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa melalui program Bupati Tilik Desa.

k. Penguatan pelaksanaan Musrenbangdes.

l. Pelatihan sistem keuangan desa.

m. Fasilitasi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

n. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
o. Penguatan sistema informasi desa.
p. Penguatan kelembagaan Bumdes dan Bumdes Bersama.

q. Penguatan kelembagaan pasar desa dan lumbung desa.

r.   Penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan (PKK, Karang Taruna, RT/RW, LKMD/LKMK).

s. Penguatan kelembagaan Lembaga Ekonomi Desa dan badan kerja sama antar desa.

t.   Penguatan  lembaga  pasca  program  pemberdayaan  masyarakat                     (IPAL KOMUNIL).

u. Penguatan kelembagaan dan sarpras kawasan perdesaan,
v. Melaksanakan fasilitasi TMMD dan Gotong Royong masyarakat.

C. Prioritas Daerah.

      Prioritas Program Dinpermasdes tahun 2020 :
a. Alokasi Dana Desa (ADD)
     Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana  perimbangan yang diterima Pemerintah Desa yang dialokasikan dalam Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun maksud diberikan ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan.

Adapun Alokasi Dana Desa  (ADD) yang merupakan  bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 119.036.746.000,- atau ralisasai 100% yang dialokasikan untuk 224 desa yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 22.451.929.100,- Jika dibandingkan dengan ADD tahun anggaran 2019 atau sebesar 23%
b. Dana Desa (DD). 


Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

      Adapun maksud diberikan Dana Desa (DD) adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran Dana Desa  (DD) yang dialokasikan kepada 224 desa di Kabupaten Purbalingga  tahun 2020 sebesar  Rp  245.675.204.000,- atau realisasi 100%
c. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga. 



Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  adalah  bantuan  dana  dari  Pemerintah   Kabupaten yang  peruntukan  dan  penggunaannya  ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan  pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan  untuk 129 Paket  pada  tahun  anggaran  2020 adalah sebesar Rp. 9.205.000.000,-
d. Fasilitasi peningkatan nilai gotong royong masyarakat.
Melalui kegiatan Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan rangkaian kegiatan yang menonjolkan sisi kegotongroyongan masyarakat desa/ kelurahan untuk meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.  Target kegiatan gebrak gotong royong dan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)  Tahun 2020 dilaksanakan di 22 (dua puluh dua) lokasi desa di wilayah Kabupaten Purbalingga.  Kegiatan Gebrak Gotong Royong berupa gerakan gotong royong masyarakat untuk pembangunan sarana prasarana fisik, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemberian bantuan beras dan ikan, PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk), penanaman bibit pohon untuk penghijauan, dan pemberian bingkisan untuk masyarakat kurang mampu dari berbagai pihak dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan.
e. Bupati Tilik Desa.
Bupati Tilik Desa merupakan kegiatan Bupati Purbalingga di desa yang bertujuan untuk melihat dari dekat pelayanan desa kepada masyarakat, monitoring kegiatan pemerintahan dan mengetahui segala permasalahan maupun aspirasi/masukan dari warga setempat di lokasi kegiatan.  
Pelaksanaan Bupati Tilik Desa dilaksaanakan di 3 (tiga) desa yaitu Desa Tlahab Kidul, Bungkanel dan Karangcegak. yang dipilih dengan kriteria tertentu. 
Adapun kegiatan utamanya adalah monitoring penyelenggaraan pemerintahan, menggali permasalahan maupun potensi desa, yang dirangkaikan dengan kegiatan pemberian paket bantuan  bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dan pemantauan kegiatan pembangunan desa bersumber dari ADD/DD di desa lokasi.

BAB   III
KEBIJAKAN UMUM 

PENGELOLAAN KEUANGAN DINPERMASDES
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.
1. Target dan Realisasi Pendapatan
2. Permasalahan dan solusi

OPD Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mengelola pendapatan daerah 
B. Pengelolaan Belanja Daerah.
1. Target dan Realisasi Belanja.
Alokasi Anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 5.524.077.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.089.620.305,- atau 92,55%. yang digunakan untuk :

a. Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp. 2.535.023.000,- dengan realisasii Rp. 2.472.841.108,- atau 97,54%. Realisasi anggaran dipergunakan untuk membiayai belanja :
· Gaji dan tunjangan 27 PNS dianggarkan Rp. 1.770.606.000,- realisasii Rp. 1.734.172.358,- atau 97,94%.
· Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk 27 PNS dianggarkan Rp. 764.417.000.,- realisasi Rp. 738.668.750,- atau 96,63%
b. Belanja Langsung tahun 2020 Rp. 2.989.054.000,- dengan realisasi Rp. 2.616.779.197,- atau 87,55%. realisasi anggaran dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) program meliputi 23 kegiatan. Adapun realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut :
· Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang  meliputi 6 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 582.961.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 496.440.322,- atau  85,16%
· Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa meliputi 11 kegiatan dengan  anggaran    sebesar  Rp. 959.336..000,-  dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 855.243.064,-  atau 89,15 %.
· Program Kelembagaan Masyarakat Desa meliputi 7 kegiatan dengan  anggaran sebesar Rp. 1.446.757.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.265.095.811 atau 87,44 %  
Adapun Ringkasan realisasi belanja tidak lansung dan belanja langsung tahun  anggaran 2020 dapat disajikan dalam tabel seperti pada Lampiran 1.
2. Permasalahan dan solusi

· Permasalahan yang dihadapi :

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Tahun anggaran 2020 secara umum dapat berjalan dengan lancar, namun demikian memang masih terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggaran tidak bisa maksimal baik itu karena faktor tehnis maupun non tehnis. Permasalahan tersebut antara lain kegiantan monitoring dan evaluasi yang tidak berjalan maksimal karena keterbatasan personil, dimana 1(satu) personil merangkap tugas sebagai pelaksana administrasi sebagai petugas teknis maupun petugas lapangan. Disisi lain personil pelaksana di tingkat desa juga sangat terbatas sehinga penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan kegiatan sangat lamban dan berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan ditingkat kabupaten.

· Solusi yang ditempuh :
Untuk meminimalkan permasalahan yang terjadi maka ditempuh solusii dengan mengintensifkan koordinasi intern maupun ekstern baik dangan OPD terkait maupun dengan pemerintah desa. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala agar permasalahan dapat terdeteksi dini dan bisa segera dicarikan solusi terbaik bersama sehingga tidak akan berpengaruh besar terhadap pencapaian kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.
BAB   IV
PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan : 
1) Tingkat Pencapapaian Indikator Kinerja Kunci.
Sampai dengan saat ini urusan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa belum menetapkan standard pelayanan minimal, namun demikian untuk mengukur capaian kinerja pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan indicator kinerja sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021.

Adapun capaian kinerja RPJM untuk pembangunan pemberdayaan  Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun ke 5 atau tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.1
	No
	Indikator
	Satuan
	Target RPJM 2016 s/d 2021
	Capaian s.d. Tahun 2020
	Prosentase Capaian Terhadap Target RPJM

	A
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa
	
	
	
	

	1
	Cakupan desa yg melaksanakan Musrenbangdes Tepat Waktu
	%
	100
	80
	100

	2
	Cakupan desa/kel yg menyusun profil desa secara tepat waktu
	%
	100
	99
	100

	3
	Cakupan desa yg memiliki Bumdes yang sehat
	Desa
	90
	154
	171

	4
	Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif
	RT
	5.081
	5.118
	100

	5
	Jumlah Pasar Desa yg dibina
	Pasar
	94
	44
	46,81

	6
	Cakupan desa yg menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu
	Desa
	100
	100
	100

	B
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
	

	7
	Cakupan Posyandu Aktif
	Unit
	1.194
	1.227
	100

	8
	Cakupan Lumbung Desa sehat
	Unit
	60
	50
	123,33

	9
	Rasio Karang Taruna Aktif
	Desa/Kel
	239
	239
	100

	10
	Rasio PKK Desa/Kelurahan Aktif
	Desa/Kel
	239
	239
	100

	11
	Cakupan BP SPAM Aktif
	Kelompok
	50
	140
	290

	12
	Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan Aktif
	Kelompok
	60
	66
	110


2) Realisasi Program dan Kegiatan.
             Pada tahun anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 3 Program dan 23 kegiatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Perubahan Pelaksaan Anggaran (DPPA) dan APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2020. Adapun 3 program dimaksud meliputi :
a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan.

b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat yang terdiri 11 (sebelas) kegiatan.
c. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan.
             Adapun realisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2020 secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
A. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah. 
Dengan anggaran Rp. 582.961.000,- dan realisasi anggaran Rp. 496.440.322,- atau  85,16% untuk membiayai 6 kegiatan sebagai berikut :
1). Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
Alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp, 193.309.000,- dengan realiasai anggaran sebesar Rp. 154.087.917,- atau sebesar 79,63% dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Sisa anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi anggaran. Adapun Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana kantor berupa :
· Belanja pegawai (honor pegawai Non PNS dan honor pengelola kegiatan/keuangan OPD), 
· Belanja barang pakai habis ( belanja alat listrik dan elektronik, belanja perangko materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengisian tabung gas, belanja bendera/umbul-umbul, belanja perlengkapan rumah tangga),
· Belanja jasa kantor (belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja surat kabar/majalah, belanja paket/pengiriman),
· Belanja cetak (belanja cetak dan belanja penggandaan),
· Belanja makanan dan minuman rapat dan 
· Belanja pengadaan pakaian batik purbalingga untuk pegawai. 
              Dalam pelaksanaan kegiatan bahan dan jasa perkantoran pada dasarnya tidak ada permasalahan yang berarti, karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan yang mayoritas merupakan kebutuhan rutinitas bulanan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran.
2). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Anggaran yang dilalokasikan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 70.182.000,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 55.543.905,- atau sebesar 76,29% dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Realisasi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi untuk mendukung kebutuhan koordinasi baik ke kecamatan/desa maupun ke pemerintahan lebih tinggi ( Ke pusat, provinsi maupun ke daerah lain). Realisasi anggaran dimaksud meliputi perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 57 OK dan perjalanan keluar daerah sebanyak 25 OK.
· Permasalahan yang dihadapi tidak ada. 

· Solusi yang ditempuh tidak ada.

3). Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kantor.
· Alokasi anggaran untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 309.815.000,- dengan realiasai anggaran sebesar Rp. 280.453.500,- atau sebesar 90,52% dan dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi pemeliharaan kendaraan dinas (kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 10 unit) yang digunakan untuk pemeliharan kendaraan dinas (service, penggantian suku cadang, BBM/Oli, dan perpanjangan STNK), belanja pemeliharaan gedung kantor berupa perbaikan gudang, ruang arsip, parkiran motor, kanopi depan,  pemeliharaan peralatan kantor (berupa komputer, printer, AC, Finger print), pemeliharaan mebelair (perbaikan almari, filling kabinet, meja dan kursi kerja), perbaikan jaringan internet dan pemeliharan tanaman ( pengadaan tanaman dalam pot, media tanam dan pupuk tananam).  
·  Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan.
·  Solusi yang ditempuh tidak ada.
4). Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

· Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.100.000,- dengan realiasai anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar 47,62% dengan target kinerja sebesar 100 %. Terdapat sisa anggaran Rp. 1.100.000,- yang merupakan efisiensi anggaran. Adapun Realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor meliputi pengadaan belanja modal berupa 1 (satu) buah Termogun sejumlah Rp 1.000.000,-
· Permasalahan yang dihadapi tidak ada. 

· Solusi yang ditempuh tidak ada.

5). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
·  Aokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dengan adanya Covid 19 disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan penawaran/panggilan peserta dari lembaga/badan diklat selaku penyelenggara diklat tidak ada. 
·  Permasalahan yang dihadapi tidak ada. 

·  Solusi yang ditempuh tidak ada.

6). Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD.
· Alokasi Anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 7.355.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.355.000,- atau sebesar Rp. 100% dan capaian target kinerja sebesar 100 %. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen LKPJ tahun 2019, dokumen LKJIP Tahun 2019, dokumen LK OPD Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020.
· Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
· Solusi yang ditempuh tidak ada.
B. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa.
 1). Fasilitasi  ADD dan DD
· Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya sosialisasi ADD dan DD, terlaksananya pelatihan TPK ADD dan DD, terfasilitasinya pencairan ADD  dan DD di 224 desa           dengan alokasi dana sebesar Rp. 326.800.000,- realisasi sebesar                      Rp. 305.504.250,- atau sebesar Rp. 93.48 % dan  capaian kinerja 100%,
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yang bersumber dari pos bantuan dan Hibah  adalah :

1). Alokasi Dana Desa ( ADD ).

           Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor  83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengaloksian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati ini maka anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 sebesar Rp. 119.036.746.000,- (Seratus sembilan belas milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dialokasikan ke 224 desa se Kabupaten Purbalingga. Adapun realisasi penyaluran kepada seluruh desa mencapai Rp. 119.036.746.000,- (Seratus sembilan belas milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau mencapai 100 %

2) Alokasi anggaran Dana Desa (Dana Desa) dari Pemerintah Pusat.
             Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Desa Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 245.675.204.000,- (Dua ratus empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 224 desa se Kabupaten Purbalingga.

             Penetapan pembagian alokasi Dana Desa Tahun 2020 dihitung berdasarkan formula yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati tersebut dengan memperhatikan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitasn geografis desa. Dengan perhitungan sesuai formula tersebut maka desa penerima Dana Desa tertinggi adalah Desa Serang Kecamatan Karangreja dengan alokasi dana desa sebesar Rp. 1.709.472.000,- (Satu Milyar tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan desa penerima Dana Desa terendah adalah desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar dengan alokasi dana desa sebesar Rp. 816.616.000,-. (Delapan ratus enam belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Adapun realisasi penyaluran dana desa tahun 2020 adalah sebesar                        Rp. 245.675.204.000,- (Dua ratus empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah) atau mencapai 100 %.    

·   Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perbedaan persepsi Kades maupun perangkat atas regulasi penggunaan DD yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, yang berdampak pada keterlambatan penyusunan APBDes maupun permasalahan dalam pelaksanaan APBDes.Terjadinya keterlambatan laporan penyerapan DD dari desa sehingga mengakibatkan lambatnya pemenuhan persyaratan pencairan tahap berikutnya sementara untuk laporan sudah harus menggunakan system online melalui aplikasi ON SPAN dimana desa belum familiar dan dampaknya terjadi keleterlambatan dalam penyaluran DD. Terkait permasalahan ADD adalah porsi Siltap Kades dan perangkat desa yang melebihi ketentuan didasarkan regulasi yang ada yang mengakibatkan pemenuhan anggaran untuk yang lain mengalami kendala. 
·   Solusi yang ditempuh dengan sosialisasi dan mendorong pemerintah desa untuk menyusun APBDes sesuai regulasi aturan yang ada,  mendorong pemerintah desa untuk mempercepat laporan penyerapan DD dengan melibatkan tenaga Pendamping Desa, dan mendorong agar pemerintah desa menggali potensi potensi PADes untuk mengurangi ketergantungan fiscal pada pemerintah kanupaten maupun pemerintah pusat.

2). Laboratorium Lapang Desa (Labsite). 
·   Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp.0,- dengan adanya Covid 19  Labsite dialihkan untuk kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa. 
·   Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
·   Solusi yang ditempuh tidak ada.
3). Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

·   Alokasi Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 133.519.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp, 122.709.000,- (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) atau sebesar 91,90 %. Kegiatan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020, antara lain :
- 
Bimbingan Teknis terkait tugas dan fungsi KPMD dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Pengukuhan Forum KPMD Kabupaten Purbalingga yang diikuti oleh seluruh anggota KPMD sejumlah 1.120 orang.

-
Pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota KPMD untuk meningkatkan kapasitas anggota  sejumlah 224 orang.

-
Pemberian seragam batik untuk semua anggota KPMD  

·   Permasalahan yang dihadapi adalah pada saat ini masih ada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai patner pemerintah desa keberadaan mereka belum memberikan kontribusi yang maksimal  membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.  

·   Solusi yang ditempuh adalah dengan memberikan sosialisasi, bimbingan teknis dan monitoring ke desa-desa. Pelatihan atau bimbingan teknis terutama perlu diberikan kepada anggota KPMD yang baru maupun anggota lama yang belum pernah mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan dinas tingkat kabupaten maupun dari Kementerian Desa melaui balai PMD yang ada di wilayah. Disamping itu juga perlu mendorong pemerintah desa agar dapat memberdayakan semua anggota KPMD semaksimal mungkin agar mereka dapat berkiprah dalam pembangunan desanya.

4). Penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Tindak Lanjut Implementasi UU Desa.
·   Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- dikarenakan untuk penanganan Covid 19 dan capaian kinerja 100% dengan mengunakan anggaran fasilitasi ADD dan DD dari target 2 Perbub dan capaian realisasi 2 Perbub. Adapun realisasi kegiatan ini adalah untuk menyusun aturan/regulasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai implementasi dari terbitnya Undang Undang Desa. Realisasi kegiatan ini adalah untuk menyusun aturan/regulasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai implementasi dari terbitnya Undang Undang Desa. Adapun realisasi pelaksanaanya adalah menyusun 4 Peraturan Bupati yang meliputi :
· Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2020 Tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan  Rincian Dana Desa Setiap desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020

· Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2020 Tanggal 17 September 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga tahun 2020

· Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga tahun 2021

· Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 Tata Cara Pembagian dan Penetapan  Rincian Dana Desa Setiap desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
·   Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan peraturan bupati sebagai tindak lanjut atau implementasi undang undang desa adalah masih minimnya referensi sehingga tim penyusun harus cermat mempelajari aturan-aturan yang ada agar Peraturan Bupati yang disusun dapat diterapkan sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
·   Solusi yang ditempuh adalah dalam rangka penyusunan peraturan bupati dimaksud adalah dengan mencari referensi aturan yang terkait ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten lain untuk saling tukar informssi dalam rangka melengkapi referensi yang dibutuhkan untuk peyusunan peraturan bupati dimaksud.
6).  Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

          Alokasi Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp, 243.155.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan realiasi sebesar Rp. 236.132.300,-  (Dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 97,11 % dengan capaian target kinerja sebesar 100 %. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan kepada Kepala Desa Baru sejumlah 9 (sembilan) orang dan Aparatur Pemerintah Desa Baru sejumlah 453 (empat ratus lima puluh tiga) orang. Sedangkan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan seragam anggota BPD.
· Permasalahan yang dihadapi adalah pada saat ini masih ada Aparatur Pemerintah Desa yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, sesua tupoksi masing-masing.  

· Solusi yang ditempuh adalah dengan memberikan bimbingan teknis secara bertahap kepada aparatur pemerintah desa.
8).  Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
· Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau dengan adanya Pademi Covid 19  
9).  Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Antar Desa.
Dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi : proses dan penetapan kawasan perdesaan, proses penentuan batas desa dan kawasan berbasis drone desa, rencana tata ruang kawasan perdesaan, pusat pertumbuhan terpadu antar desa, perencanaan dan perancanagan infrastruktur antar desa, penyusunan tim pengelola kawasan perdesaan, penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan, advokasi dan penyusunan berbasis sistem perdesaan.

Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 102.930.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.803.014,- atau sebesar 45,47% dengan realisasi kinerja sebesar 100 %. Pelaksanaan kegiatan antara lain fasilitasi penyusunan regulasi dan perencanaan pembangunan pada kawasan perdesaan yang sudah ada maupun pembentukan kawasan perdesaan baru. 
Adapun proses pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan ini diawali dengan musyawarah desa, musyawarah antar desa, dan kesepakatan bersama antar desa dalam pembentukan kawasan dan memetakan potensi yang ada yang akan dikembangkan bersama oleh desa-desa yang sepakat bergabung dalam satu kawasan perdesaan. Dalam pengembangan kawasan perdesaan dilakukan melalui pendekatan pembangunan partisipatif yaitu pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mengandung upaya-upaya advokasi bagi masyarakat desa, pengorganisasian komunikasi desa, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan perdesaan, membangun jejaring sosal dan kelembagaan serta membangun proses pendidikan, informasi, dan komunikasi dalam kawasan perdesaan. 
Proses dalam pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa dilakukan secara bertahap. 
Pertama : membangun  kesepahaman  tentang kawasan perdesaan, untuk itu diperlukan adanya penyamaan pandangan, persepsi dan pola pikir pembangunan kawasan perdesaan sebagai instrumen dalam percepatan pembangunan perdesaan. 
Kedua : memfasilitasi  keterlibatan  dan  kewenangan  masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan tata ruang kawasan perdesaan. 
Ketiga  : mendorong semangan pembangunan desa dalam sebuah kawasan dalam arti menghubungkan kerjasama antar desa dengan mempertimbangkan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, pengembangan teknologi tepat guna maupun pelayanan masyarakat. 
Keempat dalam penguatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan adanya kemitraan. 
Kelima : merumuskan  rencana  aksi dalam  kawasan perdesaan. 
Dalam fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa yang menjadi salah satu program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada saat ini, di tahun 2020 melaksanakan fasilitasi lanjutan pada kawasan perdesaan yang sudah terbentuk yang mencakup 4 wilayah kawasan sebagai berikut :

1. Kawasan Seroja merupakan pengembangan kawasan perdesaan di wilayah Karangreja yang pada saat ini ada 4 desa yang tergabung dalam kawasan seroja, yaitu Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja dan Desa Kutabawa. Dari hasil musyawarah desa yang telah disepakati, untuk kawasan seroja ini potensi yang akan dikembangkan adalah agrobisnis dan pariwisata. Pengembangan di tahun 2020 untuk kawasan seroja ini mengoptimalkan dan memetakan potensi yang ada untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga memunculkan daya tarik kawasan yang semakin kuat. Adanya fasilitasi bantuan kawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2021.

2. Kawasan Kagem Bopotani Kecamatan Bojongsari merupakan kawasan yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di daerah aliran sungai Serayu (DAS Serayu Opak) yang terbentuk di tahun 2018, meliputi Desa Kajongan, Desa Gembong, Desa Bojongsari, dan  Desa Patemon. Potensi yang dikembangkan bersama dalam kawasan Kagem Bopotani adalah Agrobisnis, usaha tani, dan wisata tani. Pengembangan untuk kawasan Kagem Bopotani di tahun 2020 dengan dibangunnya objek wisata tani Lembah silangit di Desa Patemon yang sudah di launching oleh Ibu Bupati di tahun 2019 yaitu terbangunnya Embung seluas 3 hektar yang menampung dan pengembangan berbagai jenis ikan. Dan pengembangan embrio wisata mina padi di Desa Gembong.

3. Kawasan Perdesaan Air Bersih Mitra Sejahtera Kecamatan Karanganyar yang mencakup seluruh desa di Kecamatan Karanganyar, meliputi 13 desa yaitu Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Kaliori, Desa Buara, Desa Lumpang, Desa Kabunderan, Desa Jambudesa, Desa Banjarkerta, Desa Brakas, Desa Bungkanel, Desa Ponjen, dan Desa Karanggedang. Perkembangan pembangunan kawasan perdesaan di tahun 2020 mulai terbangunnya jalur pipanisasi dari sumber air di Sungai Royom desa Ponjen dengan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00,- (Tiga Miliar Rupiah), dan rencananya di tahun 2021 mendapatkan bantuan dari Kegiatan TMMD reguler sebesar Rp 1.500.000.000,00,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

4. Kawasan Perdesaan Kecamatan Kutasari meliputi 14 Desa yang ada di wilayah kecamatan Kutasari yaitu desa Candinata, Desa Candiwulan, Desa Cendana, Desa Karangaren, Desa Karangcegak, Desa Karangjengkol, Desa Karangluwas, Desa Karangklesem, Desa Karangreja, Desa Kutasari, Desa Limbangan, Desa Meri, Desa Munjul, dan Desa Sumingkir. Adapun untuk kawasan perdesaan Kutasari bergerak dalam bidang Agribisnis, wisata dan pendidikan. Perkembangan di tahun 2019 adalah pengembangan wisata trabas dan off road di Desa Cendana dan Desa Karangjengkol dan sudah mulai operasional di tahun 2019.

5. Disamping fasilitasi kepada kawasan yang sudah ada, pada tahun 2019 menginisiasi pembentukan kawasan perdesaan baru yaitu kawasan perdesaan Karangmoncol, yang diarahkan untuk mengolah potensi sumber daya air di desa Tunjungmuli untuk mencukupi kebutuhan air baku di 2 kecamatan yakni Kecamatan Karangmoncol meliputi desa Tunjungmuli, Desa Baleraksa, Desa kramat, dan Desa Tamansari. Untuk Kecamatan Kertanegara sumber air baku berasal dari Teping Desa Baleraksa yang rencananya akan disalurkan kepada seluruh desa di Kecamatan Kertanegara.

6. Pengembangan selanjutnya di tahun 2020 yaitu penggalian  potensi kawasan air bersih di Kecamatan Kertanegara (Desa Langkap) dan Kecamatan Pengadegan (Desa Panunggalan, Desa Larangan, Desa Bedagas, Desa Karangjoho, dan desa Tumanggal).

7. Memfasilitasi Pengembangan kerjasama desa yang merupakan Program percepatan pelaksanaan program Pertashop Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan PT. Pertamina (Persero).

· Permasalahan yang dihadapi adalah dalam rangka pengembangan wilayah kawasan perdesaan di tahun 2020, dimana pada awal Maret 2020 karena adanya pandemi Covid-19 sehingga perencanaan yang sebelumnya sudah teragendakan menjadi ditangguhkan. Perlunya sinergi dari beberapa OPD terkait baik yang menangani infrastruktur, pengembangan ekonomi, pengembangan pertanian, pemasaran produk dan lain-lain, namun demikian dukungan konkrit lintas OPD belum optimal dan memerlukan komitmen bersama agar rencana pengembangan kawasan perdesaan dapat terwujud sesuai yang direncanakan.

· Solusi yang ditempuh dalam pengembangan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut :

· Mengoptimalisasikan peran masing-masing OPD atau pihak-pihak terkait dengan memadukan program/kegiatan yang ada dan relevan sesuai kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan dan sesuai dengan potensi lokal yang ada pada wilayah kawasan perdesaan dimaksud.

· Perlu adanya pendekatan partisipatif untuk penggalian potensi dan memetakan potensi desa, serta membangun kesepahaman tentang kawasan perdesaan untuk menyamakan pandangan, persepsi dan pola pemikiran pembangunan kawasan sebagai instrumen untuk percepatan pembangunan kawasan.

· Memafasilitasi keterlibatan dan kewenangan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam perencanaan tata ruang kawasan perdesaan.

10). Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Desa.
·   Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 16.384.000,- dengan ralisasi anggaran sebesar Rp. 16.249.000,- atau sebesar 99,18% dengan capaian kinerja sebesar 100% .Kegiatan ini diarahkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang di 224 desa di wilayah Kabupaten Purbalingga, namun demikian monitoring pelaksanaan musrenbangdes tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat keterbatasan personil yang ada dan untuk mengevaluasi menggunakan laporan dari masing-masing kecamatan yang dilaporkan secara langsung ke Bapelitbangda.    
·   Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fasilitasi musrenbang desa adalah pada saat pelaksanaan Musdes Perencanaan Pembangunan Desa belum tersedia Pagu indikatif kegiatan OPD (Renja OPD) sehingga desa belum bisa mengadopsi kegiatan apa saja yang bisa menjadi acuan penyusunan RAPBDes. Kendala lain adalah masih adanya desa yang menyelenggarakan Musdes dan Musrenbangdes bersamaan dalam satu kegiatan.
·   Solusi yang ditempuh adalah mendorong Bapelitbangda dapat menyajikan data Renja OPD pada saat desa melaksnakan Musdes dan Musrenbangdes dan melaksanakan sosialisasi tahapan perencanaan pembangunan sesuai ketentuan kepada pemerintah desa.
11). Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa. 

·   Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 24.444.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.809.500,- (Dua Puluh Juta Delapan ratus Sembilan Ribu Lima Ratus rupiah) atau sebesar 85,13% dengan capaian kinerja 100%. Realisasi kinerja kegiatan ini adalah untuk menfasilitasi pengelolaan bantuan keuangan kepada desa yang anggaranya bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga maupun dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui alokasi bantuan keuangan kepada desa tahun anggaran 2020. Adapun desa penerima bantuan keuangan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
·  Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dari APBD Kabupaten Purbalingga  tahun 2020 untuk sarana prasarana desa yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku OPD tehnis dialokasikan untuk 129 (Seratus dua puluh sembilan ) Titik Kegiatan Sarpras Perdesaan dengan pagu anggaran antara Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000,- per Titik Kegiatan  dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 9.205.000.000,- (Sembilan Milyar Dua ratus Lima Juta Rupiah ). Bantuan tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan rabat beton, pengaspalan jalan, pembuatan talud, pembuatan saluran air, rehabilitasi balaidesa / kantor desa, pembangunan pagar keliling kantor desa, pengadaan sarpras kantor  desa dll

·   Bantuan Keuangan kepada desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) Desa di kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 26.840.000.000,- (Dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang difalilitasi penyalurannya oleh Dinpermasdes, dengan rincian sebagai berikut :
a. Bantuan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di 224 desa @ Rp. 5.000.000,- atau sebesar Rp. 1.120.000.000,-(Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah )
b. Bantuan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa (PKMD) yang difasilitasi oleh Dinpermasdes  untuk 106 desa @ Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah ) per desa dengan total bantuan Rp. 2.120.000.000,-.(Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
c. Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan sebanyak 119 (Seratus Sembilan belas) titik kegiatan  dengan besar bantuan sebesar  Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta rupiah) masing-masing 1  kegiatan serta bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk 116 titik kegiatan.  Bantuan tersebut termasuk berupa kegiatan Renovasi Kantor Desa untuk 8 Desa. 
Total Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Tahun Anggaran 2020 sebesar  Rp. 23.600.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Enam ratus Juta Rupiah). 
· Permasalahan yang dihadapi untuk kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bersumber APBD Kabupaten Purballingga antara lain adalah :

· Keterlambatan penyerahan Surat Keputusan Bupati Purbalingga yang menetapkan penerima Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga, sehingga menunda proses verifikasi dokumen pencairan dana bagi desa-desa penerima bantuan, sehingga proses pengajuan pencairan ikut tertunda dan mundur. 

· Sebagian besar desa penerima BKK masih juga kurang tertib mengikuti prosedur penyusunan dokumen pencairannya, sehingga dokumen yang sudah diverifikasi sebagian besar memerlukan koreksi dan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

· Pelaksanaan kegiatan secara fisik dilapangan sedikit mengalami ketersendatan karena berbagai faktor misal keterlambatan memulai kegiatan fisik, faktor cuaca dan kepadatan agenda desa, sehingga mempengaruhi penyusunan laporan penggunaan dana dan laporan akhir kepada Bupati Purbalingga.

· Permasalahan yang dihadapi untuk kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah yang bersumber ABD Provinsi Jawa Tengah antara lain :

a) Untuk kegiatan Bantuan Peningkatan Ketahan Masyarakat Desa (PKMD), mengalami perubahan regulasi yang berbeda dengan ketentuan awal yaitu Pergub Nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemeirntah Desa di Jawa Tengah Tahun 2020.  

b) Untuk kegiatan Bantuan Peningkatan Sarpras Perdesaan Non Kantor Desa, mengalami keterlambatan pengajuan pencairan karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terbit di bulan Agustus 2020.  Sedangkan untuk Renovasi Kantor Desa, surat ijin Gubernur diterbitkan menjelang akhir tahun 2020., sehingga menunda proses verifikasi dokumen pencairan dana bagi desa-desa penerima. 

Perubahan ini terkait pandemi Covid19 yang mengharuskan bantuan provinsi lebih responsive terhadap situasi.

· Solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

a) terus memberikan sosialisasi administrasi pengelolaan bantuan keuangan kepada desa selama proses menunggu SK Bupati dan SK gubernur, 

b) melakukan pendampingan dan jemput bola dokumen pencairan  ke  desa – desa  penerima  bantuan;

c) lebih mengintensifkan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan maupun dengan Pemerintah Desa baik secara langsung maupun via media social karena terkendala kondisi pandemic

d) melakukan monitoring dan penagihan dokumen pencairan maupun dokumen laporan ke Kecamatan juga langsung ke desa penerima.
12).  Bupati Tilik Desa
Alokasi Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 74.592.000,- (Tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.421.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 99,77 % dengan realisasi kinerja mencapai 100 %. Kegiatan ini diarahkan untuk memfasilitasi kunjungan Bupati ke desa-desa sasaran/lokasi dalam rangka mengecek dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa sebanyak 3 kali kunjungan di 3 desa sebagai berikut :
1. Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja pada tanggal 24 Januari 2020
2. Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar pada tanggal 10 Februari 2020 
3. Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari pada tanggal 13 Maret 2020.
Secara umum kunjungan Bupati ke Desa dalam rangka kegiatan Bupati tilik desa diisi dengan kegiatan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, dialog dengan aparatur pemerintahan desa maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai landasan pengambilan kebijakan yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi warga masyarakat desa setempat, sekaligus  dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

· Permasalahan yang dihadapi adalah menyelaraskan dan mensinkronkan waktu pelaksanaan kegiatan bupati tilik desa dengan jadwal kegiatan Bupati Purbalingga, serta kesiapan dari semua OPD terkait kemampuan dukungan anggaran untuk bantuan yang akan diserahkan kepada desa setempat. 

· Solusi yang ditempuh adalah dengan koordinasi dengan ajudan Bupati terkait waktu yang memungkinkan untuk pelaksanaan kegaiatan Bupati Tilik Desa serta koordinasi persiapan yang lebih matang dengan OPD yang terkait maupun dengan desa yang ketempatan.
13). Penyusunan Laporan Profil Desa Se-Kabupaten Purbalingga.
Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 37.512.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus dua belas juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.615.000,- (Tiga puluh dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau 86,95 % dan capaian kinerja 100 %. Realisasi pelaksanaan kegiatan adalah untuk memberikan bimbingan teknis dan pendampingan entri data Profil Desa dan Kelurahan sebanyak 224 desa dan 15 kelurahan. 
Adapun 25 (dua puluh lima) desa/kelurahan dengan klasifikasi kemajuan desa Swasembada dimaksud adalah :

1. Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon
2. Desa Senon Kecamatan Kemangkon
3. Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon
4. Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon
5. Desa Tidu Kecamatan Bukateja
6. Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja
7. Desa Lamuk Kecamatan Kejobong
8. Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong
9. Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan
10. Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang
11. Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang
12. Desa Grecol Kecamatan Kalimanah
13. Kelurahan Mewek Kecamatan kalimanah
14. Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah
15. Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara
16. Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari
17. Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari
18. Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet
19. Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet
20. Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari
21. Desa kalapacung Kecamatan Bobotsari
22. DesaKarangsari Kecamatan Karangmoncol
23. Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol
24. Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol
25. Desa Panusupan Kecamatan Rembang
· Permasalahan yang dihadapi adalah belum semua desa dan kelurahan melaksanakan pengumpulan data profil secara lengkap dan valid dan melakukan entri data profil secara rutin setiap tahun, sehingga kualitas hasil laporan entri data profil belum memadai sesuai kualifikasi desa swasembada, desa swakarya dan desa swadaya. 
· Solusi yang ditempuh adalah dengan mendorong desa/kelurahan untuk selalu mengupdate data profil secara berkesinambungan dan mengentri data profil secara rutin, sehingga diharapkan pada akhir tahun dapat menghasilkan laporan data profil yang lebih akurat dan semakin bertambahnya jumlah desa dengan kualifikasi desa swasembada.
C. Program Kelembagaan Masyarakat Desa.

 1). Fasilitasi TMMD.

Alokasi Anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 94.882.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.839.700,- atau sebesar 83,09%. Dan capaian kinerja sebesar 100%. 
Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi fasilitasi pelaksanaan TMMD yang dilaksanakan bekerja sama dengan KODIM Purbalingga dan dengan melibatkan partisipasi dan swadaya masyarakat di lokasi TMMD Sengkuyung I, II, III  Tahun 2020 dengan lokasi di 3 (tiga) desa sebagai berikut :

1. TMMD Sengkuyung I di Desa Serang Kecamatan Karangreja, waktu pelaksanaan 16 Maret s.d. 14 April 2020, dengan hasil yang dicapai dapat melaksanakan rehabilitasi 1 (satu) unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah 3.065 x 5 m 
= 15.325 m.

= 1094,64 ubin x Rp 5.000.000,-

= Rp 5.473.000.000

2) Makan/Snack 45 hari
= Rp 15.000.000,-

Pada pelaksanaan TMMD Sengkuyung I di Desa Serang ini juga mendapatkan bantuan dari PMI Kabupaten Purbalingga sejumlah uang Rp 12.000.000,-.

2. TMMD Sengkuyung II di Desa Patemon Kecamatan Bojongsari, waktu pelaksanaan 30 Juni s.d. 29 Juli 2020, dengan hasil yang dicapai dapat melaksanakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan rincian sebagai berikut :

Tanah yang berasal dari sumbangan warga
Rp 299.600.000,-

Berasal dari Pemerintah Desa


Rp 240.000.000,-








       ---------------------------- +







Total

Rp 539.600.000,-

3. TMMD Sengkuyung III di Desa Karangturi Kecamatan Mrebet, waktu pelaksanaan 22 September s.d. 21 Oktober 2020, dengan hasil yang dicapai dapat melaksanakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan rincian sebagai berikut :

1) Makan/Snack untuk 15 orang x 75 hari x Rp 15.000 =                       Rp 15.750.000,-

2) Tanah 
= 1,7 km x 6 m = 102
= 61200 m x 14 = 856.800 

= 4.371 x Rp 1.500.000,-   = Rp 6.556.500.000,-
· Permasalahan yang dihadapi :

	· Keterlambatan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD baik tahap I mapun Tahap II

	· Hasil kegiatan TMMD baik membuka jalan baru maupun peningkatan jalan (makadam) belum  bisa dimanfaatkan masyarakat secara optimal karena  sudah  rusak akibat gerusan air hujan.

	· Dukungan OPD/BUMD perlu ditingkatkan guna mempercepat  peningkatan pemenuhan  kebutuhan dasar masyarkat

	· Sebagian Kegiatan  yang melewati tanah milik Perum Perhutani terkendala proses perizinan. 


· Solusi yang ditempuh :

	· Mengoptimalkan perangkat desa untuk mempercepat permohonan pencairan dan laporan realisasinya (SPJ-nya).

	· Agar jalan baru secepatnya ditingkatkan dengan diaspal / dibangun talud jalan sehingga hasil kegiatan TMMD benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat

	· Agar penyediaan bibit, alsintan dll. sesuai dengan kebutuhan masyarakat/ petani, bantuan RTLH agar ditambah  mengingat keterlibatan masyarakat bisa dimaksimalkan

	· Lokasi kegiatan diusahakan tidak melewati kawasan tanah/hutan milik Perum Perhutani 


 2). Pemanfaatan dan Pengenalan TTG.
Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 55.487.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.129.800,- atau sebesar 66,92%. Dan capaian kinerja 100 %. Pencapaian kinerja dalam kegiatan pemanfaatan dan pengenalan TTG di tahun 2020 selain pembinaan dan pengembangan Posyantekdes yang sudah terbentuk di tahun 2019 yaitu Posyantekdes Kinayuh Laras desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang, Posyantek Putra Jaya Tumanggal Desa Pengadegan, Posyantek Garda Utama Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar dan Posyantek Maju Jaya Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari, Dinpermasdes juga mengembangkan penggalian potensi dalam pemanfaatan TTG di Desa Slinga Kecamatan Kaligondang yaitu Pemanfaatan Karet Ban bekas sebagai Konstruksi penahan tanah dari longsor (Baring Tejo) berupa ban yang disusun terasering. Selain itu pengembangan teknologi di era digital dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagai konsumen yaitu Kampung Marketar Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol sebagai teknologi unggulan dalam pemanfaatan teknologi digital.

· Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

· Pembinaan dan pemanfaatan TTG di tahun 2020, dimana pada awal Maret 2020 karena adanya pandemi Covid-19 sehingga perencanaan yang sebelumnya sudah teragendakan menjadi ditangguhkan.

· Kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam mendayagunakan sumber daya alam dan penggalian potensi dalam pengelolaan dan inovasi TTG. Sehingga, kurang memicu terwujudnya inovasi TTG yang memberdayakan masyarakat. 
· Komitmen yang rendah dari pemerintah desa untuk mengembangkan posyantek, keterbatasan investor baru dan inovasi baru juga terbatas, sehingga pengembangan TTG sangat berperan dalam pembangunan dan pengelolaan potensi desa.

· Solusi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

· Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi secara berkelanjutan kepada pemerintah desa agar muncul posyantek-posyantek baru di desa

· Adanya fasilitasi, publikasi, edukasi, dan pembentukan pos pelayanan TTG.
· Adanya alokasi anggaran dari dana desa untuk memberikan modal dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG.
· Adanya pembinaan pembentukan posyantek yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG yang berdaya guna untuk masyarakat.

3).  Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Desa.
Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 167.121.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 160.309.311,- atau sebesar Rp. 95,92%. Adapun capaian kinerja adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Kegiatan pembinaan kelembagaan ekonomi desa di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

·   Updating klasifikasi BUMDes sesuai Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Purbalingga No. 77 Tahun 2019, di 224 Desa dengan hasil yang diperoleh data sebagai berikut : BUMDes klasifikasi dasar 58 Desa, Tumbuh 47 Desa, Berkembang 51 Desa, Maju 2 Desa dan 66 Desa belum terbentuk BUMDes.

·   Melaksanakan sekolah inovasi BUMDes di Balai Latihan Masyarakat Denpasar Provinsi Bali yang diikuti oleh 80 peserta yang meliputi unsur Dinpermasdes, Kepala Desa dan Direktur BUMDes.

·   Di masa pandemi Covid-19 ini BUMDes ditunjuk sebagai penyedia paket sembako JPS Provinsi (53 BUMDes) dengan rincian sebagai berikut :

	NO
	TAHAP
	KPM
	JUMLAH

	1
	Tahap I

( Juni)
	19.093
	Rp. 3.818.600.000

	2
	Tahap II 

(Juli)
	56.656
	Rp. 11.331.200.000

	3
	Tahap III 

(Agustus)
	52.996
	Rp. 10.599.200.000

	4
	Tahap IV 

(September)
	52.996
	Rp. 10.599.200.000

	5
	Tahap V 

(November)
	53.221
	Rp. 10.644.200.000

	6
	Tahap VI

(Desember)
	53.221
	Rp. 10.644.200.000

	TOTAL
	Rp. 57.636.600.000


·   Melaksanakan fasilitasi pembentukan 5 BUMDes bersama tingkat kecamatan yaitu BUMDes bersama di Kec. Bojongsari, Pengadegan, Kaligondang, Mrebet dan Rembang, dengan bekerjasama denga PT Deresa dan fasilitasi dengan Kemendes melalui perjanjian kerjasama antara PT Deresa dengan BUMDes dengan jenis usaha retail barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga dan sebagai penyuplai sembako penyedia JPS Provinsi dalam rangka penanganan Covid-19 berupa bantuan sosial non tunai paket sembako.

·   Memfasilitasi proposal bantuan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI berupa bantuan permodalan BUMDes masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh juta rupiah) untuk 3 desa yaitu Desa Karangreja, Desa Siwarak, dan Desa Kutabawa. 

·   Fasilitasi 2 BUMDes yaitu desa Karangjambu dan Desa Gunungwuled untuk melaksanakan kerjasama penyaluran produk rempah kapulaga dengan PT. Sidomuncul Semarang.

·   Fasilitasi pembentukan pasar desa di Desa Serayu Larangan ( pasar Lohjinawi ), pasar sayur desa Tumanggal, dan pasar apung Desa Patemon. 

· Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

·   Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Desa di tahun 2020, dimana pada awal Maret 2020 karena adanya pandemi Covid-19 sehingga perencanaan yang sebelumnya sudah teragendakan menjadi ditangguhkan.

·   Belum terfasilitasinya lumbung desa karena anggaran yang terbatas dan kekurangan sumber daya manusia, sementara untuk kerjasama penyaluran produk kapulaga dengan PT. Sidomuncul mengalami kendala keterbatasan modal sehingga suplai masih terbatas atau kurang maksimal.

·   Kurangnya pengetahuan akan artinya pilar ekonomi desa dengan BUMDES sebagai salah satu Badan Usaha Milik Desa yang beriorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai salah satu peningkatan PADes. Sehingga dari 224 desa hanya 158 desa yang sudah mendirikan BUMDES.

· Solusi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

·   Pembinaan tentang regulasi BUMDES, pemetaan potensi desa sebagai dasar untuk pengembangan unit usaha BUMDES. Selain itu, peningkatan kapasitas BUMDES melalui sekolah inovasi BUMDES. 

·   Mendorong pemerintah desa agar lebih optimal dan memberikan fasilitasi skema pendanaan.

·   Sedangkan untuk pembinaan lumbung desa akan dilakukan pendataan terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan OPD teknis terkait yaitu Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPP) dan Dinas Pertanian.

4). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG).
·   Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp, 586.753.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 520.972.500,- atau sebesar 100 % dan realisasi kinerja sebesar 100%. pelaksanaan kegiatan ini diarahkan antara lain :
a) untuk kegiatan program P2MBG (Pemberdayan Masyarakat Berbasis Gender) kepada masyarakat mitra P2MBG dengan target 50 orang. Adapun realisasinya adalah terlaksananya sosialisasi P2MBG kepada 30 orang masyarakat mitra P2MBG. di Desa Kalijaran Kec. Karanganyar.  Realisasi jumlah peserta karena terkait pandemic covid19 yang membatasi kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang.

b) untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oelh TP PKK Kabupaten Purbalingga. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Program Kerja TP PKK Kabupaten Purbalilngga Tahun 2020 melalui Rapat Konsultassi (Rakon) TP PKK Kabupaten dengan Pembina (para OPD terkait kegiatan TP PKK kabupaten Purbalingga).

Kegiatan antara lain :

· rapat-rapat rutin (rapat kooordinasi, rapat konsultasi, rapat pleno, rapat inti dan rapat–rapat persiapan kegiatan).

· Pelatihan ketrampilan, seminar,penyuluhan, sosialisasi. Lomba-lomba dan bimbingan teknis

· Pembinaan administrasi 10 program pokok PKK, pembinaan kegiatan-kegiatan PKK dan kunjungan ke wilayah dalam rangka supporting kegiatan Pemerintah Kabupaten.

· Bantuan-bantuan dan stimulan incidental terkait bencana alam, bencana social, bantuan warga miskin dan stimulant supporting kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten.

Realisasi kegiatan program-program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oelh TP PKK Kabupaten Purbalingga antara laian yaitu :

· rapat-rapat rutin (rapat kooordinasi dengan OPD terkait TP PKK terlaksana 1x, rapat konsultasi dengan OPD terkait TP PKK dan TP PKK Kec terlaksana 1x, rapat pleno pengurus 12 x, rapat pengurus inti 12x dan rapat–rapat persiapan kegiatan dilaksanakan pada saat akan dilaksanakan kegiatan).

· Pelatihan ketrampilan, seminar,penyuluhan, sosialisasi. Lomba-lomba dan bimbingan teknis

· Pembinaan administrasi 10 program pokok PKK dilaksanakan di masing-masing Kec terlaksana 18 x dengan desa terbina sebanyak 33 desa, pembinaan kegiatan-kegiatan PKK berupa pembinaan UP2K PKK, pembinaan pokja-pokja dan kunjungan ke wilayah dalam rangka supporting kegiatan Pemerintah Kabupaten terlaksana mengikuti kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten.

· Bantuan-bantuan dan stimulan incidental terkait bencana alam, bencana social, bantuan warga miskin dan stimulant supporting kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten.  Bantuan yang diberikan meliputi bingkisan bagi Janda dan Penyapu Jalan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 H, bantuan makanan bagi warga terdampak Covid19 di beberapa wilayah, bantuan makanan dan vitamin bagi tenaga medis di RSUD Goetheng Tarunadibrata dan RSIAD Panti Nugroho, dan bagi petugas di perbatasn kabupaten dalam rangka penjagaan mudik lebaran pandemic covid19.

· Bantuan supporting kegiatan Pemerintah Kabupate berupa bantuan stimulant bagi pembentukkan Satgas Jogo Tonggo di 8 desa,  pemberian PMT bagi anak sekolah, posyandu percontohan dan posyandu desa lokus stunting.

· Permasalahan yang dihadapi adalah kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan TP PKK kabupaten banyak yang bersifat pembinaan dengan mengumpulkan kader.  Terkait dengan himbauan dan pembatasan peserta bagi kegiatan yang mengumpulkan orang selama Pandemi Covid 19, maka beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak terlaksana sepenuhnya karena adanya himbauan tersebut.
· Solusi yang ditempuh adalah kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal hanya jumlah peserta dan tata caranya disesuaikan dengan ketentuan (memenuhi protocol kesehatan).  Selain itu ada juga kegiatan yang dibatalkan, ketika terjadi peningkatan warga yangn positif Covid 19 di wilayah wilayah tertentu yang sudah dijadwal.

untuk memberikan pelatihan ketrampilan kepada warga mitra binaan dengan target 50 orang. Adapun realisasinya adalah mengadakan pelatihan kepada 3 kelompok warga binaan P2MBG di desa Candinata Kec. Kutasari dengan materi meliputi : Pelatihan ketrampilan anyaman piring lidi dengan peserta 30 orang, pelatihan ketrampilan pengemasan  madu dengan peserta 15 orang dan pelatihan ketrampilan pengolahan pangan dengan peserta 15 orang, sehingga total peserta pelatihan adalah 60 orang. Disamping diberikan ketrampilan kelompok juga diberikan bantuan berupa bahan dan peralatan sesuai pelatihan yang diikuti antara lain : 
· Pengrajin piring lidi diberikan gunting, lidi, vernis dll
· Pengrajin lebah madu diberikan kotak madu dan botol kemasan madu.
· Pengrajin olahan pangan diberikan wajan, solet dan plastic kemasan. 
· Permasalahan yang dihadapi adalah pasca pelaksanaan pelatihan kelompok masih belum sepenuhnya mampu untuk menghasilkan produk secara berkesinambungan dengan kualitas sesuai dengan kebutuhan pasar, agar ketrampilan yang telah diperoleh mampu bermanfaat secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya.
· Solusi yang ditempuh adalah membantu akses permodalan kelompok, monitoring kesinambungan pelatihan dan sekaligus membantu akses pemasaran produk yang dihasilkan kelompok, sehingga memberikan keuntungan secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga mitra P2MBG yang telah dibina.
5). Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa.
· Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 361.861.000,- dengan realiasasi sebesar Rp. 292.907.000,- atau sebesar 80,72% dan capaian kinerja sebesar 100 %. Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
a. Melaksananan  Rapat  Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat kabupaten yang diikuti oleh Tim Pokjanal Posyandu Kabupaten Purbalingga.
b. Melaksanakan verifikasi kuesioner Pemilihan Pelaksana Terbaik Posayndu Tk Kabupaten Purbalingga

c. Melakukan pendataan dan verifikasi data posyandu se kabupaten Purbalingga dan diperoleh data jumlah posyandu 1.225 unit, jumlah kader posyandu 6.331 orang.
d. Pembinaan kepada Pokjanal Posyandu di 224 desa dan 15 kelurahan di 18 kecamatan wilayah Kabupaten Purbalingga, antara lain melalui pemilihan nominator pelaksana terbaik tingkat kabupaten tahun 2020. Selanjutnya terpilih terpilih 5 (lima) Nominator Pelaksana Terbaik Tingkat Kab. Purbalingga sebagai berikut :

1) Posyandu  
CEMPAKA V Desa Selaganggeng Kec. Mrebet
2) Posyandu DELIMA INDAH IV Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah
3) Posyandu MELATI IX Desa Bukateja kec. Bukateja
4) Posyandu PANDANARUM Desa pandansari kec. Kejobong
5) Posyandu PRIGIWATI I Desa Prigi kec. Padamara
Kepada Nominator Pelaksana terbaik Posyandu Tingkat kabupaten diberikan penghargaan berupa uang pembinaan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

e. Melaksanakan pendataan kelembagaan RT/RW se kab. Purbalingga sehingga diperoleh data jumlah RW 1.553 dan jumlah RT 5.118.

f. Mengikuti Training og Trainer (ToT) Instruktur Aplikasi  Desa Melawan Covid-19 (eDMC19) dan Aplikasi Human Development Worker (eHDW) yang diikuti oleh Tenaga Ahli (TA) P3MD dan DINPERMASDES Kab/Kota Se-Jawa Tengah
g. Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Operasional Aplikasi Desa Melawan Covid-19 (eDMC19) dan Aplikasi Human Development Worker (eHDW) bagi para Kasie Kesra Kecamatan dan Kader Pembangunan Manusia (KPM/Naping).
h. Melaksanakan Pelatihan Operasionalisasi Aplikasi desa melawan Covid19 (eDMC19) bagi Kasi Kesra Kec dan Aplikasi Human Development Worker (eHDW) bagi Koordinator Kader Pembangunan Manusia (KPM) se Kabupaten Purbalingga, serta pelathan eDMC19 dan eHDW bagi para Tenaga Ahli (TA) P3MD, Pendamping Desa (PD) / Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabpaten Purbalingga.
i. Melaksanakan pendampingan dan monitoring pelatihan eDMC19 dan eHDW bagi para operator desa di 18 kecamatan.
j. Melaksanakan pembentukkan Satgas JOGO TONGGO Percontohan di  8 Desa percontohan.
k. Melaksanakan pembinaan kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) POSYANDU Desa di 100 Desa.  
l. Melaksanakan pembinaan kelembagaan Posyandu Percontohan di 5 Posyandu Desa Percontohan.
m. Melaksanakan pembinaan kelembagaan Posyandu di 20 Desa Lokus Stunting Kab. Purbalingga
n. Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelembagaan RW dan RT Tingkat Kabupaten dengan materi antara lain tugas dan fungsi RT serta sosialisasi BPJS Ketenegakerjaan bagi para Ketua RT..

o. Melakukan pendataan  kelembagaan masyarakat desa yang lain antara lain Karang Taruna, dengan hasil 224 karang taruna aktif dan pengurus karang taruna dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten sebanyak 7.970 orang.

· Permasalahan yang dihadapi secara umum adalah adanya pandemi Covid19 yang cukup tersebar luas di wilayah Kabupaten Purbalingga, sehingga kegiatan pembinaan kelembagaan sangat terbatas dalam pelaksanaan, baik dari segi jumlah peserta dan lokasi sasaran pembinaan..

· Solusi yang ditempuh adalah tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap menjaga Protokol Kesehatan.  

6). Peningkatan Nilai Gotong Royong Masyarakat.

Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 179.653.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.937.500,- atau sebesar 97,38%. Dengan realisasi kinerja mencapai 100%. Adapun pelaksanaan kegiatan gebrak gotong royang masyarakat pada tahun 2020 dilaksanakan di 22 (dua puluh dua) desa dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Sokawera Kecamatan Kalimanah (25 September 2020)

2. Desa Babakan Kecamatan Kalimanah (27 September 2020)

3. Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja (30 September 2020)

4. Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet (04 Oktober 2020)

5. Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang (10 Oktober 2020)

6. Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang (11 Oktober 2020)

7. Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang (Jum’at, 13 November 2020)

8. Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon (Sabtu, 14 November 2020)

9. Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon (Sabtu, 14 November 2020)

10. Desa Tidu Kecamatan Bukateja (Sabtu, 14 November 2020)

11. Desa Makam Kecamatan Rembang (Minggu, 15 November 2020)

12. Desa Karangaren Kecamatan Kutasari (Minggu, 15 November 2020)

13. Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari (Minggu, 15 November 2020)

14. Desa Gondang Kecamatan Karangreja (Minggu, 15 November 2020)

15. Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang (Kamis, 19 November 2020)

16. Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet (Sabtu, 21 November 2020)

17. Desa Arenan Kecamatan Kaligondang (Sabtu, 21 November 2020)

18. Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang (Minggu, 22 November 2020)

19. Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara (Minggu, 22 November 2020)

20. Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol (Minggu, 22 November 2020)

21. Desa Kalapacung Kecamatan Bobotsari (Minggu, 29 November 2020)

22. Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan (Minggu, 29 November 2020)

· Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

	· Untuk Operasional kegiatan yang dekeluarkan desa, besarannya melebihi  bantuan operasional dari OPD sehingga menambah beban bagi Keuangan  Desa 

	· Dukungan OPD/BUMD perlu ditingkatkan guna mempercepat  peningkatan pemenuhan  kebutuhan dasar  masyarakat

	· Menurunnya semangat gotong royong masyarakat


· Solusi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

	· Bantuan Operasional Desa untuk ditingkatkan sehingga tidak terlalu membebani Keuangan Desa (Pemeritahan Desa) yang ketempatan Kegiatan.

	· Agar penyediaan bibit, alsintan dll. sesuai dengan kebutuhan masyarakat/ petani, bantuan RTLH agar ditambah  mengingat keterlibatan masyarakat bisa dimaksimalkan.

	· Kegiatan gebrak gotong royong menjadi kegiatan yang cukup penting  untuk menyemangati dan mendorong masyarakat bergotong  royong  membangun desanya.


(2)  Proses Perencanaan Pembangunan.
     Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga RPJMD Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Pembangunan Nasional, dan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) bagi semua OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 maupun penyusunan Rencana Kinerja setiap tahun tentunya senantiasa berpedoman kepada RPJMD yang ada agar selalu selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang sudah dituangkan dalam RPJMD yang sudah disusun secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipasif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019 senantiasa berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 yang sudah disusun, sehingga perencanaan pembanguan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang  dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020. Adapun Program dan Kegiatan Tahun 2020 sesuai dengan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) meliputi 3 (tiga) Program dan 23  Kegiatan, yang secara terinci adalah sebagai berikut :
1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

1). Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

2). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
3). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
4). Pengadaan sarana dan prasarana kantor
5). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
6). Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD.

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan yaitu :

1) Fasilitasi (ADD) dan (DD)
2) Laboratorium Lapang Desa (Labsite).

3) Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
4) Penyusunan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Undang-Undang Desa.

5) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
6) Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7) Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Antar Desa.
8) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes.

9) Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa
10) Bupati Tilik Desa
11) Penyusunan Profil Desa Se Kab. Purbalingga.
3. Program Kelembagaan Masyarakat Desa terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1) Fasilitasi TMMD.

2) Pemanfaatan dan Pengenalan TTG
3) Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Desa

4) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MPG).

5) Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa.

6) Peningkatan Nilai Gotong Royong Masyarakat.
(3) Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana telah dituangkan dalam rencana kinerja (RENJA) tahun anggaran 2020 tentunya perlu didukung dengan konsidisi dan situasi kerja yang nyaman. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu harus didukung pula dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing personil pada masing-masing unit kerja yang ada yaitu untuk Sekretarian maupun untuk semua bidang yang ada.

Kondisi saat ini secara umum kondisi sarana dan prasarana kerja cukup memadai, namun demikian terdapat beberapa sarana kerja yang perlu mendapatkan perhatian karena jumlahnya kurang maupun kondisinya yang sudah tidak berfungsi maksimal karena sudah tua dan sering rusak, sehingga diperlukan penggantian yang rusak dan penambahan yang baru. Adapun sarana dan prasarana kantor yang vital yang memerlukan penggantian dan penambahan adalah antara lain :

a. Personal Computer (PC)

b. Printer

c. LCD

d. Mesin Absensi.

e. Lap Top.

f. Almari Buku/Dokumen.

g. AC

h. Kursi Kerja.
i. Almari arsip

j. Ruang Arsip

4) Permasalahan dan Solusi.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yang dialoksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi meliputi 3 program dan 23 kegiatan tidak dipungkiri bahwa realisasi kinerja belum dapat optimal sesuai dengan yang direncanakan dikarenakan Pandemi Covid 19. Dalam pelaksanaannya tentunya ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi yang mengakibatkan terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya kurang optimal, baik yang terkait dengan permasalahan intern maupun ekstern OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah antara lain :
1) Koordinasi intern dan lintas sektor yang masih belum maksimal sehingga menghambat dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada stake holder yang membutuhkan.

2) Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa yang belum optimal sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaporan.
3) Keberadaan kader pemberdayaan masyarakat desa yang belum optimal, sehingga tingkat partisipasi dalam pembangunan desa kurang maksimal.

4) Adanya kekosongan jabatan perangkat desa yang belum terisi sehingga berpengaruh terhadap jalanya pemerintahan desa.

5) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan asministrasi pemerintahan desa.

6) Belum optimalnya peran masyarakat dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan didesanya 

7) Belum optimalnya pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat yang ada sehingga peran kelembagaan masyarakat yang ada juga belum seperti yang diharapkan.

      Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun-tahun mendatang, tentunya dibutuhkan adanya perbaikan kinerja yang sungguh-sungguh dari semua aparatur dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, maupun dari pihak-pihak yang terkait secara terus mnerus dan saling bersinergi. Adapun solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain adalah :

a. Melaksanakan koordinasi yang lebih intensif baik secara intern organisasi maupun dengan OPD lain yang terkait dengan setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat meminimalisir permalasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. 

b. Melaksanakan bimbingan tehnis secara berkelanjutan kepada aparatur pemerintahan desa baik yang bersifat aministratif maupun tehnis, serta melaksanakan pembinaan, monitoring dan pengawasan secara berkala.
c. Meningkatkan kapasitas KPMD dengan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dalam rangkar meningkatkan peran mereka terhadapa pembangunan desanya.

d. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar segera dilakukan pengisian kekosongan perangkat desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal.
e. Lebih mengintensifkan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pemerintah desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan lebih optimal.

f. Mendorong pemerintahan desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat luas dan melakukan sosialisasi kegiatan yang lebih intensif agar masyarakat juga tergugah untuk ikut terlibat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungannya dalam rangka lebih memacu dan menumbuhkan budaya gotong royong  sebagai ciri khas masyarakat Indonesia.

g. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada secara berkelanjutan, agar mereka dapat berperan aktif sesuai dengan tugas masing-masing, dengan harapan di masa yang akan dating bias secara mandiri berperan aktif dalam setiap pembangunan di desa/kelurahan masing-masing.

(4) Hal lain yang perlu dilaporkan.

                 Pada tahun anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disamping melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020, maka Dinas Pemberdayaan Masyakarakat dan desa secara tehnis juga bertanggung jawab atas fasilitasi pengelolaan Hibah dan Bantuan kepada desa yang secara tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun anggaran untuk hibah dan bantuan tersebut masuk dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Disamping itu secara tehnis bertanggung jawab terhadap fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dananya  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020, maupun dana transfer untuk desa yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten  Alokasi Dana Desa (ADD) maupun dana yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat (Dana Desa).

Adapun alokasi anggaran dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yang bersumber dari pos bantuan dan Hibah  adalah :
1). Alokasi Dana Desa ( ADD ).

            Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor  83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengaloksian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati ini maka anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 sebesar Rp. 119.036.746.000,- (Seratus sembilan belas milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dialokasikan ke 224 desa se Kabupaten Purbalingga. Adapun realisasi penyaluran kepada seluruh desa mencapai Rp. 119.036.746.000,- (Seratus sembilan belas milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau mencapai 100 %.

2). Alokasi Dana Desa ( ADD ).

            Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor  83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengaloksian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati ini maka anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 sebesar Rp. 119.036.746.000,- (Seratus sembilan belas milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dialokasikan ke 224 desa se Kabupaten Purbalingga. Adapun realisasi penyaluran kepada seluruh desa mencapai Rp. 119.036.746.000,- (Seratus sembilan belas milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau mencapai 100 %.

3)  Bantuan  Keuangan Khusus kepada Pemerintah  Desa  yang  bersumber dari   APBD Kabupaten Purbalingga.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten yang peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk 129 (seratus Dua puluh sembilan) titik kegiatan Sarana Prasarana Perdesaan pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.9.205.000.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah ).

· Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dari APBD Kabupaten Purbalingga  tahun 2020 untuk sarana prasarana desa yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku OPD tehnis dialokasikan untuk 129 (Seratus dua puluh sembilan ) Titik Kegiatan Sarpras Perdesaan dengan pagu anggaran antara Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000,- per Titik Kegiatan  dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 9.205.000.000,- (Sembilan Milyar Dua ratus Lima Juta Rupiah ). Bantuan tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan rabat beton, pengaspalan jalan, pembuatan talud, pembuatan saluran air, rehabilitasi balaidesa / kantor desa, pembangunan pagar keliling kantor desa, pengadaan sarpras kantor  desa dll

· Bantuan Keuangan kepada desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) Desa di kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 26.840.000.000,- (Dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang difalilitasi penyalurannya oleh Dinpermasdes, dengan rincian sebagai berikut :
a. Bantuan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di 224 desa @ Rp. 5.000.000,- atau sebesar Rp. 1.120.000.000,-(Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah )
b. Bantuan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa (PKMD) yang difasilitasi oleh Dinpermasdes  untuk 106 desa @ Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah ) per desa dengan total bantuan Rp. 2.120.000.000,-.(Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
· Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan sebanyak 119 (Seratus Sembilan belas) titik kegiatan  dengan besar bantuan sebesar  Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta rupiah) masing-masing 1  kegiatan serta bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk 116 titik kegiatan.  Bantuan tersebut termasuk berupa kegiatan Renovasi Kantor Desa untuk 8 Desa. 
Total Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Tahun Anggaran 2020 sebesar  Rp. 23.600.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Enam ratus Juta Rupiah). 
· Permasalahan yang dihadapi untuk kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bersumber APBD Kabupaten Purballingga antara lain adalah :

a) keterlambatan penyerahan Surat Keputusan Bupati Purbalingga yang menetapkan penerima Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga, sehingga menunda proses verifikasi dokumen pencairan dana bagi desa-desa penerima bantuan, sehingga proses pengajuan pencairan ikut tertunda dan mundur. 

b) sebagian besar desa penerima BKK masih juga kurang tertib mengikuti prosedur penyusunan dokumen pencairannya, sehingga dokumen yang sudah diverifikasi sebagian besar memerlukan koreksi dan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Pelaksanaan kegiatan secara fisik dilapangan sedikit mengalami ketersendatan karena berbagai faktor misal keterlambatan memulai kegiatan fisik, faktor cuaca dan kepadatan agenda desa, sehingga mempengaruhi penyusunan laporan penggunaan dana dan laporan akhir kepada Bupati Purbalingga. 

· Permasalahan yang dihadapi untuk kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah yang bersumber ABD Provinsi Jawa Tengah antara lain :

a. Untuk kegiatan Bantuan Peningkatan Ketahan Masyarakat Desa (PKMD), mengalami perubahan regulasi yang berbeda dengan ketentuan awal yaitu Pergub Nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemeirntah Desa di Jawa Tengah Tahun 2020.  

b. Untuk kegiatan Bantuan Peningkatan Sarpras Perdesaan Non Kantor Desa, mengalami keterlambatan pengajuan pencairan karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terbit di bulan Agustus 2020.  Sedangkan untuk Renovasi Kantor Desa, surat ijin Gubernur diterbitkan menjelang akhir tahun 2020., sehingga menunda proses verifikasi dokumen pencairan dana bagi desa-desa penerima. Perubahan ini terkait pandemi Covid19 yang mengharuskan bantuan provinsi lebih responsive terhadap situasi.

· Solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

a. terus memberikan sosialisasi administrasi pengelolaan bantuan keuangan kepada desa selama proses menunggu SK Bupati dan SK gubernur, 

d. melakukan pendampingan dan jemput bola dokumen pencairan  ke  desa – desa  penerima  bantuan;

c. lebih mengintensifkan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan maupun dengan Pemerintah Desa baik secara langsung maupun via media social karena terkendala kondisi pandemic

d. melakukan monitoring dan penagihan dokumen pencairan maupun dokumen laporan ke Kecamatan juga langsung ke desa penerima.
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan  
Tidak ada .
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima   : -
B. Tugas Pembantuan yang Diberikan :  -
C. Urusan bersama: -
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
A. Kerjasama Antar Daerah,
Tidak ada.
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
Tidak ada.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.
 Tidak ada.
D. Pembinaan Batas Wilayah. 

Tidak ada.
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. 

Tidak ada.
F. Pengelolaan Kawasan Khusus.
Tidak ada.
G. Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum Khusus.
Tidak ada.
BAB VII
PENUTUP
    Hasil pelaksanaan kinerja program dan kegiatan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga berupa hasil-hasil pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, dan merupakan wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
   Capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 sekaligus juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan Rencana Srategis (Renstra) pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahun ke 4, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 tentunya sudah dilakukan dengan upaya yang maksimal dari semua jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bersinergi dengan OPD lain dan pihak-pihak lain yang terkait walupun hasil yang dicapai belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terkait. Namun demikian sudah diupayakan seoptimal mungkin mengakomodasi berbagai kepentingan dari semua lapisan masyarakat selaku stake horder pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dan semoga apa yang telah dicapai tersebut dapat bermakna dan dpat memberikan sumbangsih/kontribusi  terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya dan masyarakat Kabupaten Purbalingga pada umumnya.
    Akhirnya, saran dan masukan yang  konstruksif sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang, terutama penyelenggaran pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Semoga Alloh SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya.
                                                                                       Purbalingga, 31 Desember 2020
KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA
Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19651215 199303 1 010


Lampiran- Lampiran :
1. Data Dukung IKK Lampiran 3.1  Pengambil Kebijakan

· Print out halaman Depan Web site

2. Data Dukung IKK Lampiran 3.2 Pelaksana Kebijakan Umum

· Fotokopi RKA OPD 2.2 Tahun  2020
· Fotokopi RKA-P OPD 2.2 Tahun 2020
· Fotokopi DPA OPD 2.2 Tahun 2020
· Fotokopi DPPA OPD 2.2 Tahun 2020
· Daftar Rincian Jabatan Eseloneering yang terisi Per 31 Desember 2020
· DUK PNS per 31 Desember 2020
· Daftar Rincian Pejabat yang sudah ikut Diklatpim

· Daftar Jumlah Pejabat OPD

· Daftar Rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan Diklatpim

· Fotokopi Renstra ( Lengkap yang telah ditandatanngani)

· Fotokopi Renja (lengkap yang telah ditandatangani)

· Fotokopi Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CaLK)

· Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Barang/ Asset

· Daftar Rincian Nilai Asset yang tidak digunakan ( asset baik tapi tidak digunakan ), bila tidak ada dibuat Surat Pernyataan.

· Foto papan Pengumuman

· Foto Kotak Aduan/ Saran

3. Data Dukung IKK Lampiran 3.3 Pelaksanan Kebijakan
· Print out halaman muka SIMDA ditandatangani oleh pejabat terkait
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